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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat
dan Hidayahnya, Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan | Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah disusun dengan baik.

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk implementasi
dari reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah terhadap pelayanan publik yang
dilakukan aparatur pemerintah saat ini untuk memenuhi harapan masyarakat. Upaya untuk
memperbaiki pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan Dasar Hukum a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, b)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan
dalam kurun waktu tiga bulan (triwulan). Dokumen ini bertujuan untuk mendorong partisipasi
masyarakat sebagai pengguna layanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik,
meningkatkan kualitas serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur. Demikian atas kerja keras dari seluruh Tim Penyusun dan semua pihak
yang telah memberikan kritik dan saran, disampaikan terima kasih.

Samarinda, 28 Maret 2024

Kepala,

1(,?

Yusliando
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BAB |
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari
pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan
aparatur sipil negara. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dari para
aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan publik,
peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilaksanakan
secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur
pemerintah.

Dahulu paradigma pelayanan publik berorientasi pada pengelola pelayanan,
tetapi seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat paradigma tersebut
berubah menjadi berorientasi pada pengguna layanan. Pergeseran paradigma
tersebut menuntut pemerintah untuk lebih memfokuskan diri pada kepentingan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan mampu bersikap menjadi pelayanan yang
sadar untuk melayani. Keberhasilan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan
oleh pemerintah menjadi salah satu tolak ukur tata pemerintahan karena tercermin
dari kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Salah satu cara untuk mengetahui sebuah kualitas pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam
mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Semakin tinggi
tingkat kepuasan masyarakat berarti semakin berkualitas pelayanan yang diberikan
dan semakin tinggi kinerja perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan
pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat, keluhan tersebut disampaikan
masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial.

Selanjutnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan sebagai pengguna layanan
diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, memperhatikan prinsip :

1) Transparan, 2) Partisipatif, 3) Akuntabel, 4) Berkesinambungan, 5) Keadilan dan 6)
Netralitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Perencanaan. Fungsi utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

o
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dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang

dihasilkan antara lain :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan masa jabatan Kepala Daerah;

3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPIJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima)
tahunan yang disisipkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

4. Rencana Pembangunan Tahunan Darah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Penjabaran di atas merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang
perencanaan. Dalam penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pemangku
kepentingan atau pendekatan partisipatif yang mana, masyarakat merupakan unsur
penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Disamping itu Bappeda
juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu
Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Kaltim, Perangkat Daerah/Biro di lingkungan
pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kab/kota, Bappeda Kab/Kota se-
Kalimantan Timur serta kepada instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan
pembangunan, khususnya Kementerian Dalam negeri dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Berdasarkan hasil dari SKM Bappeda Prov. Kalimantan
Timur Triwulan | Tahun 2023 dengan nilai 83,03 dengan mutu pelayanan Baik, kinerja
unit pelayanan Memuaskan. Harapan kedepannya pelayanan Bappeda baik internal
maupun eksternal dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian
disusunnya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan | Bappeda Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat atas keefektifan dan konsistensi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melalui perangkat daerah/biro,
pemerintah kab/kota, dan Bappeda kab/kota se- Kalimantan Timur.

Tujuan utama penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam
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memberikan pelayanan pada unsur perencanaan guna mengoptimalkan rencana
pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan bidang perencanaan.
c. Sasaran

Sasaran dari Survei Kepuasan Masyarakat yang diberlakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur adalah
individu masyarakat yang menerima pelayanan Bappeda serta Pegawai Negeri Sipil
yang baik berinteraksi secara langsung maupun melalui saluran dalam jaringan untuk

melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini meliputi 9 (sembilan)
unsur pelayanan di antaranya, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif,
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,

maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.
e. Manfaat

Beberapa manfaat yang didapatkan dari hasil pengukuran Survei Kepuasan

Masyarakat di antaranya:

Bagi Instansi:

1. Sebagai alat untuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan dan perbaikan mutu
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

2. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang
perlu diambil serta langkah perbaikan pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di periode selanjutnya;

3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan di Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Sebagai sarana memacu persaingan positif antar bidang pelayanan publik
pada Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi Masyarakat:
1. Terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik;
Dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
Berpartisipasi dalam memberikan kritik saran untuk meningkatkan pelayanan

publik di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
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BAB Il

PENGUMPULAN DATA SKM

a. Pengertian dan Unsur SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tindakan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

penyelenggara pelayanan publik.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan alat bantu berupa

kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden

secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat adalah

sebagai berikut :

1.

Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan

Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

Biaya/tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan /atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman

Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

Kualitas sarana dan prasarana

Kualitas sarana dan prasarana merupakan kemampuan sarana dan prasarana
untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan bermutu

Penanganan pengaduan, saran dan masukan
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Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut

b. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yang diperoleh
langsung dari responden melalui kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan
pada Triwulan | tahun 2024 di Bulan Januari sampai Maret. Kuesioner dibagikan
online melalui link yang ada di website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang
dihubungkan dengan google form.

Metode yang diterapkan adalah metode kuantitatif berdasarkan skala likert.
Skala likert merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam jajak
pendapat, survei atau angket. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang, terhadap suatu jenis

layanan publik.

Tabel 1
Skala dan Kriteria Jawaban

SKALA KRITERIA
1 Sangat Tidak Sesuai
2 Tidak Sesuai
3 Kurang Sesuai
4 Sesuai

Adapun tahap-tahap yang dijalankan dalam pelaksanaan SKM antara lain

sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
a. Penyiapan bahan

Dalam penyusunan SKM, adapun bahan yang digunakan sebagai alat bantu

guna pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan adalah

kuesioner. Bagian dari kuesioner yang disusun tersebut terbagi atas 2 bagian

antara lain :

e Bagian |, memuat tentang profil responden. Yang meliputi jenis kelamin,
usia, dan pekerjaan.

e Bagian II, memuat tentang mutu pelayanan publik yang berisi tentang
jawaban/pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau
pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Adapun bentuk jawaban dari setiap unsur layanan diberi nilai persepsi antara
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b. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengukuran

Adapun responden yang mengisi data kuesioner SKM ini merupakan
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang berkoordinasi secara langsung maupun mengakses
informasi yang tersedia pada website Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Survei ini dilaksanakan dalam jangka waktu dimulai dari Januari s.d Maret
(Triwulan 1) Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 115 orang
responden yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai
kualitas pelayanan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pengguna.

2. Tahap Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan, Langkah-langkah analisis data meliputi :

a. Data dari isian kuisioner dari setiap responden tersebut dimasukkan kedalam
tabulasi dari pertanyaan 1 (Ul) sampai dengan pertanyaan 9 (U9) sesuai
dengan urutan dalam kuesioner.

b. Perhitungan SKM terhadap 9 pertanyaan pelayanan dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = 222t Bobot _ 1 _

Jumlah Unsur X

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
Keterangan :

N = Baobot nilai per unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 unsur, maka :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = Jumiah Bobot _ 2 - 9111

Jumlah Unsur 9

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

c. Setelah data isian kuisioner terkumpul kemudian untuk memperoleh nilai SKM
unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus

sebagai berikut:

_ Total dari Nilai Persepsi per Unsur

SKM x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara
25 — 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
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SKM Unit Pelayanan x 25

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda,

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

a) Menambah unsur yang dianggap relevan;

b) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam

unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi (NI Konversi (NIK) | Pelayanan (X) | Pelayanan
1 1,00 — 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 | 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 -100 A Sangat Baik

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
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BAB IlI
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

a. Profil/Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk penyelenggaraan
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
periode Januari s.d Maret (Triwulan 1) Tahun 2024, melalui formulir SKM dan e-
survey dengan menggunakan fasilitas google formulir terhadap masyarakat secara
umum sebanyak 115 orang responden, maka dapat digambarkan profil responden

berdasarkan jenis kelamin dan usia terlihat pada diagram berikut:

Diagram 1.
Pekerjaan Responden

PNS SWASTA NON ASN  TNI/POLRI  PELAJAR MAHASISWA PPPK

Diagram 2.
Rentang Usia Responden

15-19 20-29 30-39 40-49 >50

Dari diagram di atas, jumlah responden berdasarkan pekerjaan utama, terdiri
dari 115 orang responden yang menjawab kuesioner sebanyak 60 orang bekerja
sebagai PNS, 10 orang bekerja di perusahaan swasta, 29 orang sebagai Non ASN,
8 Orang Pelajar, 6 Orang Mahasiswa, 1 orang TNI/Polri , dan 1 orang Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, berdasarkan rentang
usia 15-19 tahun terdapat 8 responden, rentang usia 20-29 tahun sebanyak 32
responden, rentang usia 30-39 tahun sebanyak 28 responden, 40-49 tahun sebanyak

27 oresponden dan dengan usia 50 tahun atau lebih terdapat 20 responden.
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b. Hasil SKM

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada 115

responden, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata

dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,11.

Adapun hasil nilai rata-rata unsur dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari unit

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

pada Triwulan | Tahun 2024, secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat per Responden Terhadap Pelayanan

Unit Pelayanan

Alamat

Telepon / Fax

E-mail

SKM BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 12024

Publik Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

JI. Kusuma Bangsa No. 2, Sungai Pinang Luar, Kec.
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123.

(0541) 741044

sekretariatbappedakaltim@agmail.com
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ArlhWWIPP|DDBDDPPOOWLWWRIRIDRWIRPRLWWWWWWIN AW W

Total Nilai Unsur

381

384

392

397

389

388

360

378

379

NRR Per Unsur

3,313

3,339

3,409

3,452

3,383

3,374

3,130

3,287

3,296

29,983

e U1l s.d U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

¢ NRR = Nilai Rata-Rata

¢ |IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

e *)=Jumlah NRR IKM Tertimbang
e **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

¢ NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

e NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,11

Nilai per unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah responden

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-Rata Tertimbang’

NRRTertimbani 0,368 0,371 0,378 | 0,383 | 0,372 | 0,371 | 0,347 | 0,365 | 0,366 3,321

Keterangan :

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat

terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap pelayanan memiliki penimbang yang

sama dengan rumus sebagai berikut:
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Bobot Nilai Rata — Rata Tertimbang

Jumlah bobot
Jumlah unsur

_1_
=5=0111

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 — 100 maka

hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai

berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Tabel 4.

Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai o Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
No. Persepsi Nilai Interval SKM Konversi SKM | Pelayanan Pelayanan
1, 1 1,00-2,5096 | 25,00 — 64,99 D Tidak
Memuaskan
2 2 2,603,064 | 65,00-76,60 C Kurang
Memuaskan
3. 3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Memuaskan
4 4 3,5324—-4,00 | 88,31 — 100,00 A Sangat
Memuaskan
Tabel 5.
Kategori Unsur Pelayanan
N U Pel Nilai unsur Mutu
°: nsurFelayanan Pelayanan Pelayanan
1. | Persyaratan 3,313 B
2. | Prosedur Pelayanan 3.339 B
3. | Waktu Pelayanan 3.409 B
4. | Biaya/Tarif 3.452 B
5. | Produk Layanan 3.383 B
6. | Kompetensi Pelayanan 3.374 B
7. | Perilaku Pelaksana 3.130 B
8. | Penanganan Pengaduan, Saran dan B
Masukan 3.287
9. | Sarana dan Prasarana 3.206 B

Nilai Survei Pelayanan dihitung s

= (3,313 x 0,111) + (3,339 x 0,111) + (3,409 x 0,111) + (3,452 x 0,111) + (3,383 x

ebagai berikut :

0,111) + (3,374 x 0,111) + (3,374 x 0,111) + (3,130 x 0,111) + (3,287 x 0,111)
=0,368 + 0,371 + 0,378 + 0,383 + 0,372 + 0,371 +0,347 + 0,365 + 0,366 = 3,321
Jadi Nilai Survei Pelayanan yang didapat adalah 3,321
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Dengan demikian, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah
sebagai berikut :

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei X Nilai Dasar = 3,321 X 25 =
83,03

b. Mutu Pelayanan B

c. Kinerja Unit Pelayanan MEMUASKAN

Berdasarkan hasil pengolahan data survei tersebut, maka dapat diketahui
bahwa pelayanan di Unit Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memiliki mutu pelayanan B dan kinerja
pelayanan berkategori MEMUASKAN. Sehingga masih diperlukan peningkatan
kualitas pelayanan untuk mencapai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan
kategori sangat memuaskan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan
pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai

nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Tabel 6.
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9 Unsur Pelayanan

NRR

No Unsur Pelayanan NRR Per Unsur tertimbang

Per unsur
1. | Persyaratan 3,313 0,368
2. | Prosedur Pelayanan 3,339 0,371
3. | Waktu Pelayanan 3,409 0,378
4. | Biaya/Tarif 3,452 0,383
5. | Produk Layanan 3,383 0,372
6. | Kompetensi Pelaksana 3,374 0,371
7. | Perilaku Pelaksana 3,130 0,347
8. | Penanganan Pengaduan, Saran 3,287 0,365
9. | Sarana dan Prasarana 3,296 0,366
Nilai Indeks (NI) 3,321
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25) 83,03

Kemudian melihat kembali capaian rata-rata unsur pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memang telah masuk
pada kategori yang “memuaskan”, namun kondisi tersebut masih harus terus
ditingkatkan agar capaiannya dapat menjadi “sangat memuaskan”.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

a. Terdapat tiga (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang harus
ditingkatkan kinerjanya, antara lain pada unsur :

1. Perilaku Pelaksana;

2. Persyaratan;

3. Prosedur.
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b. Sedangkan 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yang harus
dipertahankan atau ditingkatkan lagi kinerjanya antara lain pada unsur:

1. Biaya/Tarif;

2. Waktu Pelayanan;

3. Produk Pelayanan.

Beberapa unsur yang masih memiliki nilai rendah disebabkan masih terdapat
penilaian yang tidak baik/kurang baik dari responden. Namun pada dasarnya secara
implementasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
telah melakukan peningkatan pelayanan pada unsur-unsur tersebut. Upaya
peningkatan pelayanan terhadap beberapa unsur tersebut dapat dilihat dari prosedur
pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaik pada mekanisme dan tata cara yang
diberikan kepada penerima pelayanan secara berkompeten serta berusaha
mengefektifkan waktu pelayanan termasuk memaksimalkan produk layanan dan sarana
prasarana yang dikembangkan melalui mobile application. Begitupun dengan perilaku
pelayanan dimana Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan untuk melayani
masyarakat sesuai SOP, namun meski begitu, perlu ditingkatkan profesionalisme
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyaakat. Kinerja dalam perilaku
pelaksana telah dioptimalkan dalam pelayanan terhadap penanganan pengaduan,
saran dan masukan yang telah disinergikan dengan layanan online melalui layanan
nomor pengaduan yang tertera di website maupun melalui instagram. Meskipun begitu,
perlu adanya ketepatan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau

dijanjikan dalam melakukan pelayanan.

Meskipun telah melakukan beberapa peningkatan terhadap pelayanan yang
dijalankan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
tersebut, disadari memang perlu untuk dilakukan penyampaian informasi secara lebih
jelas kepada seluruh pengguna layanan disebabkan karena perbedaan pemahaman
dari masing-masing pengguna layanan yang mengakses layanan Badan Perencana

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan publik yang lebih
baik, maka survei tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan

secara berkesinambungan.
c. Saran Perbaikan dari Responden

Adapun beberapa saran perbaikan yang diberikan responden dapat dilihat

pada tabel saran responden sebagai berikut :
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Tabel 7.
Saran dan Masukan Responden

No.

Saran Perbaikan

Agar meningkatkan kompetensi pegawai yang memberikan pelayanan
terhadap keluhan perangkat daerah terutama ketua tim agar dapat
memberikan solusi setiap keluhan perangkat daerah dalam penyusunan
dokumen perencanaan

Agar lebih meningkatkan pelayanan secara lebih optimal dan
peningkatan kompetensi SDM nya.

Mohon lebih banyak Rakor dan bimbingan teknis untuk Peningkatan
pemahaman Peraturanan Peraturan terbaru mengenai Penyusunan
Dokumen Perencanaan.

Memiliki forum komunikasi dengan kab/kota, yang mudah, interkatif dan
solutif. Seperti aplikasi khusus perencana di Kaltim

Harapannya untuk setiap aspirasi atau masukan yang disampaikan dapat
segera ditindaklanjuti terutama terkait kenyamanan, keamanan dalam
bekerja.

Mulai dicoba untuk pelaksanaan pelayanan digital untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan provinsi Kaltim.

Pelayanan agar ditingkatkan tidak hanya dengan sarana prasarananya
dan SDM namun juga penggunaan media elektronik serta perlu
disampaikn lebih lanjut kepada semua stakeholders apa sakja pelayanan
yang diberikan.

Disosialisasikan lebih luas terkait layanan BAPPEDA.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
a. Kesimpulan

Gambaran dan analisis hasil capaian Survey Kepuasan Masyarakat yang
disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat
terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur sehingga rencana perbaikan yang akan
dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna
pelayanan publik. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut :

1. Nilai SKM Triwulan | Tahun 2024 pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebesar
83,03. Artinya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur dikategorikan “B” atau “Memuaskan”.

2. Dari skor rata-rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang memperoleh nilai
terendah yaitu Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,130 namun tetap pada kategori
memuaskan (B). Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu
Kompetensi Pelaksana dengan nilai sebesar 3,374.

3. Secara umum saran yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan harapan

agar pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terus ditingkatkan.

b. Rekomendasi

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima, diperlukan komitmen
yang kuat dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Para pengambil
keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, diharapkan
selalu berupaya memberikan pelayanan, sesuai dengan nilai-nilai utama pada
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sosialisasi dan pemberian informasi secara lebih jelas
kepada masyarakat, harus lebih ditingkatkan agar pemahaman dan kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dapat meningkat.

Agar dapat meningkatkan pelayanan, diharapkan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur dapat mengoptimalisasi layanan berbasis digital dan peningkatan SDM beserta
pembuat alur SOP khusus layanan berbasis digital sehingga pelayanan menjadi lebih
efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Disamping itu, pengguna layanan yang berasal dari masyarakat maupun Pegawai
Negeri Sipil (ASN), diharapkan lebih mendukung dengan aktif melengkapi persyaratan
layanan dalam rangka memudahkan proses pelayanan yang diberikan. Masyarakat
diharapkan tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan yang

dijalankan.
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Secara umum dengan persepsi dan penilaian yang “Memuaskan” dari masyarakat
telah dikatakan cukup baik, namun tentu masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan
perhatian terutama dalam menindaklanjuti saran perbaikan dari responden yang telah

disebutkan diatas.

c. Tindak Lanjut Hasil SKM

Dari hasil analisa terhadap 9 unsur pelayanan, maka perlu ditindaklanjuti dengan
perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur pelayanan terendah
atau paling buruk hasilnya hingga yang paling baik. Selanjutnya direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas jangka pendek.

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
antara lain :

1. Peningkatan dan penataan dalam memberikan pelayanan sesuai SOP;

2. Pembenahan dan peningkatan pada metode penyebarluasan informasi yang
dikelola;

3. Peningkatan pada kompetensi pelayanan yang dimulai pada front office yang dalam
implementasinya dimulai dari SDM penerima tamu dan pengelola informasi;

4. Optimalisasi penerapan SOP pelayanan yang lebih sederhana;

5. Mempercepat tindak lanjut dalam setiap permohonan informasi yang dimohon oleh
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

6. Menerapkan layanan berbasis digital dan SOP yang jelas serta teratur
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LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TRIWULAN | TAHUN 2024

Unit Pelayanan : B_adan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Alamat Ill.nlluursuma Bangsa No. 2, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123.

Telepon / Fax : (0541) 741044
E-mail . sekretariatbappedakaltim@gmail.com
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan
1. Persyaratan 3,313
2 Prosedur Pelayanan 3,339
3. Waktu Pelayanan** 3,409
4. Biaya/Tarif 3,452
5. Produk Layanan 3.383
6. Kompetensi Pelaksana 3,374
7. Perilaku Pelaksana** 3,130
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ** 3,287
9. Sarana dan Prasarana 3,296
SKM UNIT PELAYANAN : | BAPPEDA PROV. KALTIM
MUTU PELAYANAN | B
KINERJA UNIT PELAYANAN |: | MEMUASKAN

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan **) :

1.
2.

3

Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan;

. Waktu Pelayanan

Ket : **) Diisi dengan unsur yang kategorinya tidak baik/kurang baik

Upaya-

upaya yang diperlukan untuk meningkatkan unsur yang kategorinya kurang baik :
Pembenahan dan peningkatan pada metode penyebarluasan informasi yang dikelola
Peningkatan dan penataan dalam memberikan pelayanan sesuai SOP

Peningkatan pada kompetensi pelayanan yang dimulai pada front office yang dalam
implementasinya dimulai dari SDM penerima tamu dan pengelola informasi
Optimalisasi penerapan SOP pelayanan yang lebih sederhana

Mempercepat tindak lanjut dalam setiap permohonan informasi yang dimohon oleh
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Menerapkan layanan berbasis digital dan SOP yang jelas serta teratur.

Samarinda, 28 Maret 2024

Kepala,

1(,'/

YUSLIANDO
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat
dan Hidayahnya, Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan Il Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah disusun dengan baik.

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk implementasi
dari reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah terhadap pelayanan publik yang
dilakukan aparatur pemerintah saat ini untuk memenuhi harapan masyarakat. Upaya untuk
memperbaiki pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan Dasar Hukum a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, b)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan
dalam kurun waktu tiga bulan (triwulan). Dokumen ini bertujuan untuk mendorong partisipasi
masyarakat sebagai pengguna layanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik,
meningkatkan kualitas serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur. Demikian atas kerja keras dari seluruh Tim Penyusun dan semua pihak
yang telah memberikan kritik dan saran, disampaikan terima kasih.

Samarinda, 28 Juni 2024

Saur Parsaorang T., S.Pi, MEMD
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BAB |
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari
pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan
aparatur sipil negara. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dari para
aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan publik,
peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilaksanakan
secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur
pemerintah.

Dahulu paradigma pelayanan publik berorientasi pada pengelola pelayanan,
tetapi seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat paradigma tersebut
berubah menjadi berorientasi pada pengguna layanan. Pergeseran paradigma
tersebut menuntut pemerintah untuk lebih memfokuskan diri pada kepentingan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan mampu bersikap menjadi pelayanan yang
sadar untuk melayani. Keberhasilan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan
oleh pemerintah menjadi salah satu tolak ukur tata pemerintahan karena tercermin
dari kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Salah satu cara untuk mengetahui sebuah kualitas pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam
mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Semakin tinggi
tingkat kepuasan masyarakat berarti semakin berkualitas pelayanan yang diberikan
dan semakin tinggi kinerja perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan
pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat, keluhan tersebut disampaikan
masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial.

Selanjutnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan sebagai pengguna layanan
diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, memperhatikan prinsip :
1) Transparan, 2) Partisipatif, 3) Akuntabel, 4) Berkesinambungan, 5) Keadilan dan 6)
Netralitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Perencanaan. Fungsi utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
dihasilkan antara lain :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan masa jabatan Kepala Daerah;

3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPIJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima)
tahunan vyang disisipkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

4. Rencana Pembangunan Tahunan Darah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Penjabaran di atas merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang
perencanaan. Dalam penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pemangku
kepentingan atau pendekatan partisipatif yang mana, masyarakat merupakan unsur
penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Disamping itu Bappeda
juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu
Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Kaltim, Perangkat Daerah/Biro di lingkungan
pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kab/kota, Bappeda Kab/Kota se-
Kalimantan Timur serta kepada instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan
pembangunan, khususnya Kementerian Dalam negeri dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Berdasarkan hasil dari SKM Bappeda Prov. Kalimantan
Timur Triwulan Il Tahun 2023 dengan nilai 84,12 dengan mutu pelayanan Baik, kinerja
unit pelayanan Memuaskan. Harapan kedepannya pelayanan Bappeda baik internal

maupun eksternal dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian
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disusunnya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan |l Bappeda Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat atas keefektifan dan konsistensi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melalui perangkat daerah/biro,
pemerintah kab/kota, dan Bappeda kab/kota se- Kalimantan Timur.

Tujuan utama penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam
memberikan pelayanan pada unsur perencanaan guna mengoptimalkan rencana
pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan bidang perencanaan.

c. Sasaran

Sasaran dari Survei Kepuasan Masyarakat yang diberlakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur adalah
individu masyarakat yang menerima pelayanan Bappeda serta Pegawai Negeri Sipil
yang baik berinteraksi secara langsung maupun melalui saluran dalam jaringan untuk

melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini meliputi 9 (sembilan)
unsur pelayanan di antaranya, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif,
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,

maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.

e. Manfaat

Beberapa manfaat yang didapatkan dari hasil pengukuran Survei Kepuasan

Masyarakat di antaranya:
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Bagi Instansi:

1. Sebagai alat untuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan dan perbaikan mutu
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

2. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang
perlu diambil serta langkah perbaikan pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di periode selanjutnya;

3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan di Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Sebagai sarana memacu persaingan positif antar bidang pelayanan publik
pada Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi Masyarakat:

4. Terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik;

5. Dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
Berpartisipasi dalam memberikan kritik saran untuk meningkatkan pelayanan

publik di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
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BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM
a. Pengertian dan Unsur SKM

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tindakan pengukuran
secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
penyelenggara pelayanan publik.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan alat bantu berupa
kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden
secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat adalah
sebagai berikut :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayaltarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan /atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
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6. Kompetensi pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana.
Kualitas sarana dan prasarana merupakan kemampuan sarana dan prasarana

untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan bermutu.

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
b. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yang diperoleh
langsung dari responden melalui kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan
pada Triwulan Il tahun 2024 di Bulan April sampai Juni. Kuesioner dibagikan
online melalui link yang ada di website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang
dihubungkan dengan google form dan juga pengisian manual pada acara-acara di
Bappeda Provinsi Kaltim.

Metode yang diterapkan adalah metode kuantitatif berdasarkan skala likert.
Skala likert merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam jajak
pendapat, survei atau angket. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang, terhadap suatu jenis

layanan publik.

Tabel 1
Skala dan Kriteria Jawaban

SKALA KRITERIA
1 Tidak Sesuai
2 Kurang Sesuai
3 Sesuai
4 Sangat Sesuai

Adapun tahap-tahap yang dijalankan dalam pelaksanaan SKM antara lain

sebagai berikut :
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c. Tahap Persiapan

Penyiapan bahan

Dalam penyusunan SKM, adapun bahan yang digunakan sebagai alat bantu

guna pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan adalah

kuesioner. Bagian dari kuesioner yang disusun tersebut terbagi atas 2 bagian

antara lain :

e Bagian |, memuat tentang profil responden. Yang meliputi jenis kelamin,
usia, dan pekerjaan.

e Bagian Il, memuat tentang mutu pelayanan publik yang berisi tentang
jawaban/pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau

pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Penetapan responden, lokasi dan waktu pengukuran

Adapun responden yang mengisi data kuesioner SKM ini merupakan
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang berkoordinasi secara langsung maupun mengakses
informasi yang tersedia pada website Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Survei ini dilaksanakan dalam jangka waktu dimulai dari April s.d Juni
(Triwulan 1) Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 101 orang
responden yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai
kualitas pelayanan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pengguna.

d. Tahap Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan, Langkah-langkah analisis data meliputi :

a. Data dari isian kuisioner dari setiap responden tersebut dimasukkan kedalam
tabulasi dari pertanyaan 1 (Ul) sampai dengan pertanyaan 9 (U9) sesuai
dengan urutan dalam kuesioner.

b. Perhitungan SKM terhadap 9 pertanyaan pelayanan dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = JumlahBobot _ 1 _

Jumlah Unsur X

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
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Keterangan :

N = Baobot nilai per unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 unsur, maka :

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang =

Jumlah Bobot _
Jumlah Unsur

1-0111
9

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

c. Setelah data isian kuisioner terkumpul kemudian untuk memperoleh nilai SKM

unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus

sebagai berikut:

SKM =

Total dari Nilai Persepsi per Unsur

Total Unsur yang Terisi

x Nilai Penimbang

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM vyaitu antara

25 — 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan x 25

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda,

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

c) Menambah unsur yang dianggap relevan;
d) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam

unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit

Persepsi (ND Konversi (NIK) | Pelayanan (X) | Pelayanan
1 1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik

2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
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3 3,0644 — 3,532

76,61 — 88,30

Baik

4 3,5324 — 4,00

88,31 - 100

Sangat Baik

Sumber : Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
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BAB I
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
a. Profil/Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk penyelenggaraan
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
periode April s.d Juni (Triwulan Il) Tahun 2024, melalui formulir SKM dan e-survey
dengan menggunakan fasilitas google formulir terhadap masyarakat secara umum
sebanyak 101 orang responden, maka dapat digambarkan profil responden

berdasarkan jenis kelamin dan usia terlihat pada diagram berikut:

Diagram 1
Jenis Pekerjaan Responden

PNS TNI/POLRI  Swasta Wiraswasta Mahasiswa Pelajar  Non ASN PPPK Lainnya

Diagram 2
Rentang Usia Responden

15-19 Tahun 20-29 Tahun 30-39 Tahun 40-49 Tahun 50 Tahun ke Atas
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Diagram 3
Jenis Kelamin Responden

Laki-laki Perempuan

Dari diagram di atas, jumlah responden berdasarkan pekerjaan utama, terdiri
dari 101 orang responden yang menjawab kuesioner sebanyak 61 orang bekerja
sebagai PNS, 6 orang bekerja di perusahaan swasta, 8 orang sebagai Non ASN, 1
Orang Pelajar, 5 Orang Mahasiswa, 5 orang Wiraswasta dan 1 orang Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedangkan 14 orang lainnya berada
diluar pilihan yang tersedia. Sementara itu, berdasarkan rentang usia 15-19 tahun
terdapat 2 responden, rentang usia 20-29 tahun sebanyak 17 responden, rentang
usia 30-39 tahun sebanyak 22 responden, 40-49 tahun sebanyak 37 oresponden dan

dengan usia 50 tahun atau lebih terdapat 23 responden.

b. Hasil SKM

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada 101
responden, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata
dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,11.
Adapun hasil nilai rata-rata unsur dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat dari unit
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

pada Triwulan Il Tahun 2024, secara terperinci adalah sebagai berikut:

SKM BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I 2024 [EEN



Tabel 3.

Pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat per Responden Terhadap Pelayanan

Unit Pelayanan

Alamat

Telepon / Fax

E-mail

Publik Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

JI. Kusuma Bangsa No. 2, Sungai Pinang Luar, Kec.
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123.

(0541) 741044

sekretariatbappedakaltim@gmail.com
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Keterangan :

e Ul s.d U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

¢ NRR = Nilai Rata-Rata

¢ IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

e *)=Jumlah NRR IKM Tertimbang

o **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

e NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
¢ NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,11

Nilai per unsur = Jumlah nilai per unsur : Jumlah responden

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-Rata Tertimbang”
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap pelayanan memiliki penimbang yang

sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai Rata — Rata Tertimbang = fumlah bobot _ 1 _ 0,111

Jumlah unsur 9 -

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 — 100 maka
hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai

berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Tabel 4.
Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilali e Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
No. Persepsi Nilai Interval SKM Konversi SKM | Pelayanan Pelayanan
1. 1 1,00—2,5996 | 25,00 — 64,99 D Tidak
Memuaskan
2 2 260-3,064 | 65,00 76,60 C Kurang
Memuaskan
3. 3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Memuaskan
4. 4 3,5324 — 4,00 | 88,31 — 100,00 A Sangat
Memuaskan
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Tabel 5.
Kategori Unsur Pelayanan

No. Unsur Pelayanan E!:?;;;ns;nr Pell\zg ;;l:\an
1. | Persyaratan 3,337 B
2. | Prosedur Pelayanan 3,347 B
3. | Waktu Pelayanan 3,277 B
4. | Biaya/Tarif 4,000 B
5. | Produk Layanan 3,198 B
6. | Kompetensi Pelayanan 3,574 B
7. | Perilaku Pelaksana 3,089 B
8. | Penanganan Pengaduan, Saran dan 3,267 B
Masukan
9. | Sarana dan Prasarana 3,287 B

Nilai Survei Pelayanan dihitung sebagai berikut :
= (3,337 x 0,111) + (3,347 x 0,111) + (3,277 x 0,111) + (4,000 x 0,111) + (3,198 x

0,111) + (3,574 x 0,111) + (3,089 x 0,111) + (3,267 x 0,111) + (3,287 x 0,111)
=0,370 + 0,371 + 0,364 + 0,444 + 0,352 + 0,352 + 0,393 + 0,343 + 0,363 + 0,365
= 3,365
Jadi Nilai Survei Pelayanan yang didapat adalah 3,365

Dengan demikian, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah
sebagai berikut :

d. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei X Nilai Dasar = 3,365 X 25 =
84,12

e. Mutu Pelayanan B

f.  Kinerja Unit Pelayanan MEMUASKAN

Berdasarkan hasil pengolahan data survei tersebut, maka dapat diketahui
bahwa pelayanan di Unit Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memiliki mutu pelayanan B dan kinerja
pelayanan berkategori MEMUASKAN. Sehingga masih diperlukan peningkatan
kualitas pelayanan untuk mencapai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan
kategori sangat memuaskan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan
pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai

nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.
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Tabel 6.
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9 Unsur Pelayanan

NRR

No Unsur Pelayanan NRR Per Unsur tertimbang

Per unsur
1. | Persyaratan 3,337 0,370
2. | Prosedur Pelayanan 3,347 0,371
3. | Waktu Pelayanan 3,277 0,364
4. | Biaya/Tarif 4,000 0,444
5. | Produk Layanan 3,198 0,352
6. | Kompetensi Pelaksana 3,574 0,393
7. | Perilaku Pelaksana 3,089 0,343
8. | Penanganan Pengaduan, Saran 3,267 0,363
9. | Sarana dan Prasarana 3,287 0,365
Nilai Indeks (NI) 3,365
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25) 84,12

Kemudian melihat kembali capaian rata-rata unsur

pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memang telah masuk

pada kategori yang “memuaskan”, namun kondisi tersebut masih harus terus

ditingkatkan agar capaiannya dapat menjadi “sangat memuaskan”.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

c. Terdapat tiga (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang harus

ditingkatkan kinerjanya, antara lain pada unsur :

4. Perilaku Pelaksana;
Produk Layanan;

Waktu Pelayanan.

d. Sedangkan 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yang harus

dipertahankan atau ditingkatkan lagi kinerjanya antara lain pada unsur:

1. Biaya/Tarif;

Kompetisi Pelaksana dan Persyaratan;

Prosedur Pelayanan.

Beberapa unsur yang masih memiliki nilai rendah disebabkan masih terdapat

penilaian yang tidak baik/kurang baik dari responden. Namun pada dasarnya secara

implementasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

telah melakukan peningkatan pelayanan pada unsur-unsur tersebut. Upaya
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peningkatan pelayanan terhadap beberapa unsur tersebut dapat dilihat dari prosedur
pelayanan dengan memberikan pelayanan terbaik pada mekanisme dan tata cara yang
diberikan kepada penerima pelayanan secara berkompeten serta berusaha
mengefektifkan waktu pelayanan termasuk memaksimalkan produk layanan dan sarana
prasarana yang dikembangkan melalui mobile application. Begitupun dengan perilaku
pelayanan dimana Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan untuk melayani
masyarakat dan OPD sesuai SOP, namun meski begitu, perlu ditingkatkan
profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyaakat. Kinerja
dalam perilaku pelaksana telah dioptimalkan dalam pelayanan terhadap penanganan
pengaduan, saran dan masukan yang telah disinergikan dengan layanan online melalui
layanan nomor pengaduan yang tertera di website maupun melalui instagram. Meskipun
begitu, perlu adanya ketepatan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau

dijanjikan dalam melakukan pelayanan.

Meskipun telah melakukan beberapa peningkatan terhadap pelayanan yang
dijalankan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
tersebut, disadari memang perlu untuk dilakukan penyampaian informasi secara lebih
jelas kepada seluruh pengguna layanan disebabkan karena perbedaan pemahaman
dari masing-masing pengguna layanan yang mengakses layanan Badan Perencana

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan publik yang lebih
baik, maka survei tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan

secara berkesinambungan.

c. Saran Perbaikan dari Responden
Adapun beberapa saran perbaikan yang diberikan responden dapat dilihat

pada tabel saran responden sebagai berikut :

Tabel 7.
Saran dan Masukan Responden

No. Saran Perbaikan

Agar meningkatkan kompetensi pegawai yang memberikan pelayanan
terhadap keluhan perangkat daerah terutama ketua tim agar dapat
memberikan solusi setiap keluhan perangkat daerah dalam penyusunan
dokumen perencanaan
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No.

Saran Perbaikan

Tingkatkan terus pelayanan agar Kaltim lebih maju dan berkembang

Mohon lebih banyak Rakor dan bimbingan teknis untuk Peningkatan
pemahaman Peraturanan Peraturan terbaru mengenai Penyusunan
Dokumen Perencanaan.

Pelayanan agar ditingkatkan tidak saja dengan sarana prasarananya dan
SDM namun juga penggunaan media elektronik serta perlu disampaikn
lebih lanjut kepada semua stakeholders apa saja pelayanan yg diberikan

Disosialisasikan lebih luas terkait layanan BAPPEDA

Agar memiliki forum komunikasi dengan kab/kota, yang mudah, interkatif
dan solutif. Seperti aplikasi khusus perencana di Kaltim

Harapannya utk setiap aspirasi atau masukan yang kami sampaikan dpt
segera ditindaklanjuti terutama terkait kenyamanan, keamanan dim
bekerja

Kualitas pelayanan yang baik dari Bappeda Prov Kaltim dapat kami
jadikan contoh bagi kami di Bappelitbangda Mahulu
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

d. Kesimpulan

Gambaran dan analisis hasil capaian Survey Kepuasan Masyarakat yang
disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat
terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur sehingga rencana perbaikan yang akan
dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna
pelayanan publik. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut :

4. Nilai SKM Triwulan Il Tahun 2024 pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebesar
84,12. Artinya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur dikategorikan “B” atau “Memuaskan”.

5. Dari skor rata-rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang memperoleh nilai
terendah yaitu Penanganan Pengaduan saran dengan nilai 4,188 (dari range unsur
unit pelayanan maksimal 5,00) namun tetap pada kategori memuaskan (B).
Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif
dengan nilai sebesar 4,00 (dari range unsur unit pelayanan maksimal 4,00).

6. Secara umum saran yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan harapan

agar pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terus ditingkatkan.
e. Rekomendasi

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima, diperlukan komitmen
yang kuat dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Para pengambil
keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, diharapkan
selalu berupaya memberikan pelayanan, sesuai dengan nilai-nilai utama pada
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sosialisasi dan pemberian informasi secara lebih jelas
kepada masyarakat, harus lebih ditingkatkan agar pemahaman dan kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dapat meningkat.

Agar dapat meningkatkan pelayanan, diharapkan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur dapat mengoptimalisasi layanan berbasis digital dan peningkatan SDM beserta
pembuat alur SOP khusus layanan berbasis digital sehingga pelayanan menjadi lebih

efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
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Disamping itu, pengguna layanan yang berasal dari masyarakat maupun Pegawai
Negeri Sipil (ASN), diharapkan lebih mendukung dengan aktif melengkapi persyaratan
layanan dalam rangka memudahkan proses pelayanan yang diberikan. Masyarakat
diharapkan tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan yang
dijalankan.

Secara umum dengan persepsi dan penilaian yang “Memuaskan” dari masyarakat
telah dikatakan cukup baik, namun tentu masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan
perhatian terutama dalam menindaklanjuti saran perbaikan dari responden yang telah

disebutkan diatas.
f. Tindak Lanjut Hasil SKM

Dari hasil analisa terhadap 9 unsur pelayanan, maka perlu ditindaklanjuti dengan
perbaikan yang dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur pelayanan terendah
atau paling buruk hasilnya hingga yang paling baik. Selanjutnya direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas jangka pendek.

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
antara lain :

1. Peningkatan dan penataan dalam memberikan pelayanan sesuai SOP;

2. Pembenahan dan peningkatan pada metode penyebarluasan informasi yang
dikelola;

3. Peningkatan pada kompetensi pelayanan yang dimulai pada front office yang dalam
implementasinya dimulai dari SDM penerima tamu dan pengelola informasi;

4. Optimalisasi penerapan SOP pelayanan yang lebih sederhana;

5. Mempercepat tindak lanjut dalam setiap permohonan informasi yang dimohon oleh
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

6. Menerapkan layanan berbasis digital dan SOP yang jelas serta teratur
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LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TRIWULAN Il TAHUN 2024

Unit Pelayanan . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
Alamat JI. Kusuma Bangsa No. 2, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123.
Telepon / Fax : (0541) 741044
E-mail . sekretariatbappedakaltim@gmail.com
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan
1. Persyaratan 3,337
2. Prosedur Pelavanan 3.347
3. Waktu Pelayanan** 3,277
4, Biaya/Tarif 4,000
5. Produk Layanan ** 3,198
6. Kompetensi Pelaksana 3,574
7. Perilaku Pelaksana** 3.089
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,267
9. Sarana dan Prasarana 3,287
SKM UNIT PELAYANAN . | BAPPEDA PROV. KALTIM
MUTU PELAYANAN | B
KINERJA UNIT PELAYANAN |: | MEMUASKAN

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan **) :

4
5
6

. Perilaku Pelaksana;
. Produk Layanan;
. Waktu Pelayanan.

Ket : **) Diisi dengan unsur yang kategorinya tidak baik/kurang baik

Upaya-

upaya yang diperlukan untuk meningkatkan unsur yang kategorinya kurang baik :
Pembenahan dan peningkatan pada metode penyebarluasan informasi yang dikelola
Peningkatan dan penataan dalam memberikan pelayanan sesuai SOP

Peningkatan pada kompetensi pelayanan yang dimulai pada front office yang dalam
implementasinya dimulai dari SDM penerima tamu dan pengelola informasi
Optimalisasi penerapan SOP pelayanan yang lebih sederhana

Mempercepat tindak lanjut dalam setiap permohonan informasi yang dimohon oleh
pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Menerapkan layanan berbasis digital dan SOP yang jelas serta teratur.

Samarinda, 28 Juni 2024

Saur Parsaoran 1., S.Pi, MEMD
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